ABSTRAK

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan penghimpunan dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah
(terbebas dari riba, maisyir, gharar, haram dan zalim) dengan menjunjung nilai
keadilan dan kehati-hatian. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya harus
membuat akad secara tertulis dengan berpedoman kepada prinsip syariah,
keadilan dan kehati-hatian. Dengan berpedoman kepada prinsip syariah, keadilan
dan kehati-hatian, maka seluruh akad yang dibuat oleh bank syariah dan nasabah
seharusnya tidak akan memunculkan permasalahan hukum, karena sesuai dengan
ciri ajaran Islam yang sempurna dan rahmat bagi sekalian alam.

Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan, namun
perkembangan tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum, hal ini ditandai
dengan maraknya bank-bank syariah yang mengajukan permohonan eksekusi hak
tanggungan kepada Pengadilan Agama dengan alasan nasabah cidera janji.
Khusus bank syariah yang berada di Provinsi Riau permohonan eksekusi hak
tanggungan didominasi oleh Bank Mega Syariah berdasarkan akad pembiayaan
murabahah dan seluruh akad tersebut memiliki format yang sama.

Masalah pokok yang penulis teliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui
isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 133 dan selanjutnya menganalisis
kesesuaian isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 133 dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni dengan
meneliti isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 133 kemudian menganalisis
akad pembiayaan murabahah tersebut dengan prinsip syariah. Setelah penulis
menganalisis akad tersebut, selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode
deduktif. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa skema pembiayaan
murabahah yang dilakukan Bank Mega Syariah dan nasabahnya adalah nasabah
mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada bank, setelah permohonan
fasilitas pembiayaan tersebut disetujui oleh bank, bank dengan nasabah membuat
akad pembiayaan murabahah, dan bank sekaligus berwakil kepada nasabah untuk
membeli barang dari pemasok untuk kepentingan bank dengan dana dari bank,
selanjutnya nasabah membayar kepada bank secara cicilan dengan harga jual yang
telah disepakati bank dan nasabah.

Point-point  kesepakatan yang terdapat dalam Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 133 mengandung beberapa kelemahan, yakni terkesan
transaksi seperti pinjam meminjam uang, barang tidak dimiliki oleh bank
(penjual), penyebutan objek yang tidak jelas, pembiayaan cenderung mahal, akad
dibuat berhubungan dengan prestasi pihak ketiga, menafikan beberapa ketentuan
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan lebih mengakomodir
kepentingan bank dari pada kepentingan nasabah. Jika kelemahan yang terdapat
dalam akad tersebut jika dianalisis dengan prinsip syariah mengandung unsur riba,
gharar, dan zalim serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan.
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ABSTRACT

Islamic banks are banks that carry out fund-raising from the public and
distribute it to the public based on Islamic principles (free of usury, maisyir,
gharar, illegitimate and unjust) by upholding the values of justice and prudence.
Islamic banks in carrying out its activities should make a contract in writing with
reference to Islamic principles, justice and prudence. With reference to Islamic
principles, justice and prudence, then the entire contract made by the Islamic
banks and customers should not raise legal problems, because in accordance with
the characteristics of the perfect Islamic teachings and mercy to all the worlds.
The development of Islamic bank in Indonesia was encouraging, but these
developments can not be separated from the legal issues, it is marked by the rise
of Islamic banks that apply for the execution of the security rights to the Religious
Court because of customer default. Special Islamic banks which are in the Riau
province of mortgage execution request is dominated by Bank Mega Syariah
based murabahah financing agreement and the rest of the contract have the same
format.

The principal issues are researched in this thesis is to find out the
contents of Murabahah Financing Agreement Number 133 and further analyze the
suitability of the content of Murabahah Agreement Number 133 with Islamic
principles.

This study uses normative research, by examining the contents of
Murabahah Financing Agreement Number 133 then analyzes the murabaha
financing agreement with Islamic principles. After the authors analyzed the
contract, subsequently conclude with the deductive method. After doing research,
it is known that the scheme murabahah financing by Bank Mega Syariah and
clients are clients apply for a financing facility to the bank, after the petition
financing facility was approved by the bank, the bank and its customers make
financing agreement murabahah and the bank at the same time be represented to
clients to buy goods from suppliers to the benefit of the banks with funds from the
bank, then the customer pays to the bank in installments by the agreed selling
price of the bank and the customer.

Point-point agreement contained in the Agreement Murabahah Number
133 contains several drawbacks, namely impressed transactions such as borrowing
money, goods not owned by a bank (the seller), the mention of objects that are not
clear, financing tends to be expensive, covenants were made related to the
achievement of a third party , denying some of the provisions set out in the
legislation, and accommodate the interests of the banks on behalf of customers. If
the weakness contained in the contract when analyzed with Islamic principles
contain elements of usury, gharar, and unjust and incompatible with the principles
of justice.
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